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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS 
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

NOMOR 15 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS 

 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, 

 
 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Maros, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang 

bertugas sebagai Operator SPIP; 

b.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan 

pelaporan SPIP, perlu menetapkan Operator SPIP                       

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros; 

c.  bahwa berdasarkan berdasarkan perimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Operator 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros; 

 

Mengingat  :  1.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
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2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS 

TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN MAROS 

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, 

sebagai berikut :  

  Nama    : Nur Inna 

  Nip   : 19990103 202506 2 007 

  Jabatan  : Pelaksana Sub Bagian teknis  

                                                          Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 

  Email   : nurinna987@gmail.com 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Maros 

Pada tanggal 20 Januari 2026 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS 

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum 
 

 
 

 
Irham A. Radjab 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS, 

 

ttd 

 

H. MUHAMMAD ANSHARI 

ttd. 

 

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA 
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